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ABSTRAK

Hukum tidak boleh dibuat secara sepihak atau menurut kepentingan pribadi.
Hal tersebut melanggar prinsip demokrasi, karena hukum menjamin kepentingan dan
keadilan bagi semua. Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan rakyat
pemegang kedaulatan negara, salah satu bentuknya adalah adanya partisipasi
masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Namun hingga saat ini, belum ada
pengaturan lebih lanjut mengenai fasilitas dan kewajiban legislator untuk melibatkan
partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Hal ini mengakibatkan
para pembentuk undang-undang belum memiliki mekanisme baku yang dapat
dijadikan acuan, sehingga keterlibatan masyarakat seringkali bersifat formalitas.
Afrika selatan menjadi salah satu negara yang melibatkan masyarakat dalam
pembentukan undang-undang. Afrika Selatan adalah negara republik dengan struktur
kelembagaan negara yang mirip dengan Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji
bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia
dan Afrika Selatan. Kemudian, akan dilakukan perbandingan terhadap kedua negara
yang diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap konsep partisipasi
masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif dengan
pendekatan perbandingan. Sedangkan, metode analisis data yang digunakan adalah
normatif kualitatif dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan
mengkaji undang-undang, buku, jurnal ilmiah dan sumber lain yang berkaitan dengan
partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dan Afrika
Selatan. Kerangkan teori dalam penelitian ini meliputi, teori perbandingan hukum, teori
partisipasi masyarakat dan teori siyasah dusturiyah.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menjelaskan dan menyimpulkan bahwa
partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang baik di Indonesia maupun
Afrika Selatan masih sama-sama sedang berkembang dan belum optimal. Tetapi jika
menggunakan teori partisipasi masyarakat, Afrika selatan memiliki tahapan yang lebih
tinggi daripada Indonesia karena adanya aturan dan kewajiban untuk melibatkan
masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Sedangkan di Indonesia sifatnya
hanya opsional saja. Maka dari itu, sebagai upaya penguatan partisipasi masyarakat di
Indonesia, salah satu yang dapat diadaptasi dari konsep partispasi masyarakat di Afrika
Selatan adalah kegiatan public hearing dan menerapkan sistem committee proceeding.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Undang-Undang, Indonesia, Afrika Selatan



ABSTRACT

Laws should not be made one-sidedly or according to personal interests. This
violates the principles of democracy, because the law guarantees the interests and
justice for all. Indonesia as a democratic country makes the people the holder of state
sovereignty, one of the examples is public participation in the making of laws. But until
now, there has been no further regulation regarding the facilities and obligations of
legislators to involve public participation in the making of laws. This has resulted in
lawmakers not having a standardized mechanism that can be used as a reference, so
that community involvement is often a formality. South Africa is one of the countries
that involves the public in lawmaking. South Africa is a republic with a state
institutional structure similar to Indonesia. This research will analyze how public
participation in lawmaking in Indonesia and South Africa. Then, a comparison will be
made of the two countries which is expected to provide positive input into the concept
of public participation in lawmaking in Indonesia.

The type of research is classified as normative research with a comparative
approach. Meanwhile, the data analysis method used is normative qualitative and the
data collection method used is by reviewing laws, books, scientific journals and other
sources related to public participation in the formation of laws in Indonesia and South
Africa. The theoretical structure in this research includes, comparative law theory,
public participation theory and siyasah dusturiyah theory.

The results of the research is explain and conclude that public participation in
the making of laws both in Indonesia and South Africa are still developing and not
optimal. But if using the theory of public participation, South Africa has a higher stage
than Indonesia because of the rules and obligations to involve the public in the making
of laws. Meanwhile, in Indonesia it is only optional. Therefore, as an effort to
strengthen community participation in Indonesia, one of the things that can be adapted
from the concept of community participation in South Africa is public hearing activities
and implementing a committee proceeding system.

Keywords: Public Participation, Law, Indonesia, South Africa
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain.
Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab
ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan
transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158

Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar

uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf latin Nama
\ Alif | tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba’ B Be
& ta’ N Te
& §8’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha’ H ha (dengan titik di bawah)
& kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D De
. Zal Z | ze (dengan titik di atas)
B ra’ R Er
) Zai Z Zet
o Sin S Es




e Syin Sy es dan ye
U Sad S es (dengan titik di bawah)
o Dad D de (dengan titik di bawah)
b ta’ T te (dengan titik di bawah)
L za’ Z zet (dengan titik di bawah)
d ‘ain ) Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge dan ha

= fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

. Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

O Ndn N En

5 Wawd w We

2 ha’ H Ha

s Hamzah ‘ Apostrof

s ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

3

A Ditulis

Sunnah

Y Ditulis

‘illah

C. Ta’Marbutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h




dailal) Ditulis al-Ma’idah
dallua) Ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah

terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu

terpisah maka ditulis dengan “/”

L._\M:ied\ SCU‘G?

Ditulis

Mugaranah al-ma zahib

3. Bila Ta’marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan

dammah ditulis t atau h

Jhdl LS Ditulis Zakah al-fitri
D. Vocal Pendek
1. i Fathah Ditulis A
Jad Ditulis fa’ala
2. —_ Kasrah Ditulis I
S Ditulis Zukira
3. = dhammah Ditulis U
Al Ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
1. Fathah + alif Ditulis A
Olaiay) Ditulis Istihsan

Xi




2. Fathah + ya’ mati Ditulis A
il Ditulis Unsa
3. Kasrah + ya’ mati Ditulis I
(gl Ditulis al- ‘Alwant
4, Dammah + wawu Ditulis U
Mati
asle Ditulis Uliim

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
AR Ditulis Gairihim
2. Fathah + wawu mati Ditulis Au
Jsd Ditulis Qaul

G.Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan
Apostrof

('.d\\ Ditulis A’antum
s Ditulis U'iddat
plpsd ol Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Biladiikuti dengan huruf gomariyyah ditulis menggunakan huruf “1”
OlA Ditulis Al-Qur’dn

o) Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan
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huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf

I (el) nya.
3Jigu Ditulis Ar-Risalah
sladl) Ditulis An-Nisa’

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

@) A Jal Ditulis Ahl al-Ra yi

) Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan
terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis,
lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
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Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab,

misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut paham demokratis,
mempunyai konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi jalanya
pemerintahan serta bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan secara
langsung pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang berbunyi,

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar dan Indonesia adalah negara hukum”.!

Dalam konteks ini hukum dijadikan panglima yang mengatur segala aspek
kehidupan, baik rakyat maupun pemerintah. Hukum mempunyai sifat yang mengatur
dan mengikat, sehingga semuanya harus tunduk dan taat kepada hukum. Selain sebagai
wujud konsekuensi atas suatu negara hukum, konstitusi juga merupakan bukti adanya
demokrasi karena dalam hal ini masyarakat membuat kontrak sosial tertinggi
masyarakat untuk mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah serta menjamin
hak-hak asasinya.?

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan negara yang bersangkutan,

demokrasi didalam praktiknya selalu berubah dan bermetamorfosis. Demokrasi tidak

! Pasal 1 & 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta:

Konstitusi Press, 2005) him. 152-162.



selalu tumbuh dan berkembang dengan cara yang sama di setiap negara. Bahkan,
pelaksanaan demokrasi juga bisa menjadi sulit karena ada penguasa yang tidak
melaksanakan demokrasi. Demikian juga halnya, jika masyarakat negara tersebut tidak
mau melaksanakan dan mendukung demokrasi itu sendiri.’

Pada masa reformasi terjadi perubahan drastis yang mengubah struktur
ketatanegaraan Indonesia. Konsep checks and balances menjadikan kedudukan
eksekutif, legislatif dan yudikatif setara dan saling mengawasi. Pada saat yang sama,
demokrasi diperkuat ketika hak penentuan nasib rakyat tidak hanya bagian dari
superstruktur politik dan semua lembaga negara adalah perwakilan dari kedaulatan
rakyat. Partisipasi publik dalam politik semakin nyata dalam pemilihan presiden dan
wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa
perubahan sedang terjadi dalam demokrasi, dimana partisipasi politik rakyat semakin
nyata.*

Di antara bentuk lain partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam
pembentukan undang-undang. Adanya ruang partisipasi masyarakat dalam legislasi
merupakan suatu keniscayaan dalam sistem pemerintahan yang demokratis yang
menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Hal ini sejalan dengan

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

3 Hernandi Effendi, Persamaan Kedudukan di Depan Hukum dan Pemerintahan Konsepsi dan
Implementasi, (Bandung, Mujahid Press, 2017), him. 63.

4 Siti Hidayati, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi
Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan), Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 2, (Maret, 2019)
him. 225.



menyatakan bahwa:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Konsep partisipasi masyarakat pertama kali muncul dalam Undang-Undang
No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
kemudian diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah oleh
Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011.

Dengan adanya Kketerlibatan masyarakat, peraturan perundang-undangan
diharapkan dapat bermanfaat bagi efektifitas peraturan di masyarakat. Partisipasi juga
memberikan legitimasi atau dukungan masyarakat terhadap pembentukan peraturan
hukum.® Hukum tidak boleh dibuat secara sepihak atau menurut kepentingan pribadi
atau golongan tertentu. Hal ini melanggar prinsip demokrasi, karena hukum tidak harus
menjamin kepentingan segelintir penguasa, tetapi kepentingan dan keadilan bagi
semua, sehingga negara hukum yang berkembang bukanlah negara hukum yang mutlak
(absolute rechtsstaat), tetapi negara hukum yang demokratis (democratische
rechtsstaat).’

Diantara berbagai negara di dunia, Afrika selatan menjadi salah satu negara

yang melibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Afrika Selatan adalah

® Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

¢ Kamarudin, Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-
Undang, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 15 No. 2 (November, 2015) him. 17.

7 Jimly Asshiddigie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, (Jakarta: Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008) him. 532.



negara republik dengan struktur kelembagaan negara yang mirip dengan Indonesia.
Kedua negara memiliki kerangka sosial politik yang tidak jauh berbeda dan merupakan
negara yang sedang berkembang. Sebagai negara yang prinsipnya didasarkan atas
prinsip akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan, partisipasi masyarakat di Afrika
Selatan dapat dijadikan pembanding bagi konsep partisipasi masyarakat dalam
pembentukan undang-undang di Indonesia.®

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengkaji bagaimana partisipasi
masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dan Afrika Selatan.
Berdasarkan uraian tersebut, akan dilakukan perbandingan terhadap kedua negara yang
diharapkan dapat memberikan masukan untuk formula yang tepat bagi konsep
partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengangkat skripsi
dengan judul Perbandingan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan

Undang-Undang Di Indonesia (Studi Antara Indonesia Dan Afrika Selatan).

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk menegaskan arah pembahasan terhadap pokok permasalahan yang telah
diuraikan di atas, maka peneliti mencoba menyusun rumusan permasalahan sebagai
berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di

8 Siti Hidayati, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi
Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan), Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 2, (Maret, 2019)
him. 225.



Indonesia saat ini?

2. Bagaimana perbandingan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam
pembentukan undang-undang antara Indonesia dan Afrika Selatan?

3. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap upaya penguatan partisipasi

masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini, paling tidak peneliti mempunyai tujuan:
a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang
di Indonesia saat ini.
b. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat
dalam pembentukan undang-undang antara Indonesia dan Afrika Selatan.
c. Untuk mengetahui perspektif siyasah duturiyah terhadap upaya penguatan
partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.
2. Kegunaan/Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi kedalam ranah teoritis dan praktis
adalah sebagai berikut:
1) Secara teoritis penelitian ini paling tidak bermanfaat bagi peneliti lain dan
masyarakat dalam menambah khasanah keilmuan tentang konsep partisipasi

masyarakat dalam pembentukan undang-undang di dua negara berbeda, yaitu



Indonesia dan Afrika Selatan.
2) Menambah sumbangsih atas berbagai serpihan pemikiran dalam iklim
demokrasi konstitusional baik yang bersifat nasional maupun internasional.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini mempunyai manfaat memberi pertimbangan bagi
pembuat undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam
rangka merumuskan kebijakan baru untuk lebih intens dan banyak melibatkan
partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga mempunyai manfaat bagi praktisi hukum

untuk dijadikan sebagai bahan legal opinion di dalam pengadilan.

D. TELAAH PUSTAKA
1. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana”. Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Misbahul
Munir dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021. Penelitian ini menekankan bahwa
pembahasan RUU KUHP di periode sekarang seharusnya dijadikan konsolidasi bagi
pembentuk undang-undang untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat, terlebih terhadap pasal yang mendapatkan pro dan kontra.®
Perbedaan penelitian Muhammad Misbahul Munir dengan penelitian yang

peneliti kerjakan adalah terletak pada objek penelitiannya. Walaupun sama-sama

® Muhammad Misbahul Munir, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Rancangan
Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).



bertemakan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, penelitian
Misbahul lebih memfokuskan dalam RUU KUHP dan negara Indonesia saja,
sedangkan penelitian ini objek kajiannya lebih umum dalam segala bahasan undang-
undang yang di buat di Indonesia dan Afrika Selatan.

2. “Perbandingan Hukum Tata Negara Antara Indonesia Dan Brunei Darussalam
Dalam Eksistensi Hukum Syariah ”. Penelitian ini ditulis oleh Indah Lestari dari
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 2021. Kesimpulan
dari penelitian ini bahwa negara Indonesia dan Brunei Darusaalam sama-sama
mendapat pengaruh Hukum Islam/Syari’ah. Tetapi kedua negara ini memiliki
perbedaan terhadap pengaruh Hukum Islam/Syari’ah ini, di Brunei Darusaalam
hukum syari’ah menjadi bagian dari sistem hukum nasionalnya. Sedangkan di
Indonesia, hukum syari’ah bukan bagian dari sistem hukum nasional melainkan
hukum ini hanya berlaku di beberapa wilayah di Indonesia contohnya seperti
pemberlakukan hukum syari’ah di Nangroe Aceh Darussalam.*®

Perbedaan penelitian Indah Lestari dengan penelitian yang peneliti kerjakan
terletak pada objek penelitiannya. Walaupun sama-sama memiliki pendekatan
perbandingan, objek penelitian Indah Lestari adalah eksistensi hukum syariah di
Indonesia dan Brunei Darussalam, sedangkan penelitian ini adalah partisipasi
masyarat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dan Afrika Selatan.

3. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi

10 Indah Lestari, Perbandingan Hukum Tata Negara Antara Indonesia Dan Brunei Darussalam
Dalam Eksistensi Hukum Syariah, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2021).



Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan) ”. Penelitian ini ditulis oleh Siti
Hidayati yang termuat dalam Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3 No. 2 Maret 2019.
Penelitian ini membahas mengenai implementasi partisipasi masyarakat dalam
pembentukan undang-undang baik di Afrika Selatan maupun di Indonesia. Dalam
jurnal ini disimpulkan bahwa tingkat partisipasi Afrika Selatan lebih tinggi dari
Indonesia. Akses informasi di Parlemen Afrika Selatan cukup baik, yang tercermin
dari kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan kewajiban
Parlemen untuk mempublikasikan berbagai dokumen legislasi. Berbeda dengan
Indonesia, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi hanya bersifat opsional.
Perbedaan penelitian Siti Hidayati dengan penelitian ini adalah terletak pada
fokus pembahasan, dimana penelitian ini lebih menitikberatkan kepada aspek-aspek
yang bisa menjadi penguatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-
undang di Indonesia dengan menjadikan Afrika Selatan sebagai negara pembanding
karena dianggap memiliki partisipasi masyarakat yang lebih baik. Perbedaan lain
dalam penelitian ini adalah menambahkan perspektif keislaman yaitu siyasah
dusturiyah yang membahas bagaimana islam mengatur konstitusi dalam bernegara
dan bermasyarakat.
4. “Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-

Undang ”. Penelitian ini ditulis oleh Kamaruddin dari Fakultas Hukum Universitas

11 Siti Hidayati, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi
Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan), Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 2, (Maret, 2019)
him. 240.



Hang Tuah Surabaya yang termuat dalam Jurnal Perspektif Hukum Vol. 15 No. 2
November 2015. Penelitian ini membahas sampai sejauh mana tingkat partisipasi
masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Dalam kesimpulannya dapat
dinyatakan dengan jelas bahwa partisipasi masyarakat masih hanya terbatas pada
konsultasi, bukan suatu partisipasi yang nyata sehingga tingkat partisipasi
masyarakat secara substansial masih sangat bergantung pada semangat
kemasyarakatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengakomodasi
aspirasi masyarakat guna dijadikan norma suatu undang-undang.*?

Perbedaan penelitian Kamarudin dengan penelitian yang peneliti kerjakan
adalah terletak pada fokus pembahasan. Jika Kamarudin membahas partisipasi
masyarakat dalam semua tahapan pembuatan undang-undang di Indonesia, maka
penelitian ini memfokuskan pada perbandingan dan jenis partisipasi masyarakat
dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dan Afrika Selatan.

5. “Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses
Pembentukan Undang-undang”. Kajian ini dilakukan oleh Saifudin dari Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan dipublikasikan dalam edisi
khusus Jurnal Hukum Vol. 16 No. 10 Tahun 2009. Studi ini mengkaji partisipasi
masyarakat dalam perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini di
Indonesia. Kajian ini menjelaskan pihak mana saja yang berpartisipasi, bentuk

partisipasi apa yang mereka gunakan, dan bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat

12 Kamaruddin, Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-
Undang, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 15 No. 2, (November, 2015) him. 202.



(DPR) mengontrol partisipasi masyarakat.*®

Perbedaaan penelitian Saifudin dengan penelitian ini adalah terletak pada
pendekatan yang digunakan dan fokus penelitiannya. Penelitian ini menggunakan
pendekatan perbandingan dan fokus penelitiannya pada bagaimana peraturan
perundang yang berlaku menjamin partisipasi masyarakat dalam pembuatan
undang-undang kemudian dibandingkan dengan Afrika Selatan. Sedangkan
penelitian yang dilakukan Saifudin fokus penelitiannya terhadap tiga undang-

undang yaitu UU Sisdiknas, UU Pemilu dan UU Ketenagakerjaan.

E. KERANGKA TEORITIK
1. Teori Perbandingan Hukum

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah
suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara
yang satu dengan yang lain atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari
bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.'*

R. Soeroso menyimpulkan bahwa perbandingan hukum adalah suatu cabang
ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka
mencari jawaban yang tepat atas problem hukum yang konkret.*

Istilah “perbandingan hukum”, bukan “hukum perbandingan” sendiri telah jelas

13 Saifudin, Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses
Pembentukan Undang-undang, Jurnal Hukum, Vol. 16, (Oktober, 2009).

14 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar llmu Hukum (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983), him.
60.

15 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), him. 8.
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bukanlah seperti hukum perdata., hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,'®
melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan
sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah
mencari dan mensinyalir perbedaan serta persamaan dengan memberi penjelasan serta
meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di
dalam prakteknya serta faktor-faktor non-hukum apa saja yang mempengaruhinya.’

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan
secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara
memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara
mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak
ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah
diketahui akan diperbandingkan disebut “comparatum”, sedangkan hukum yang akan
diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut “comparandum”.

Penelitian perbandingan hukum bertujuan untuk mengetahui persamaan dan
perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. Jika ditemukan persamaan dari
masing-masing sistem hukum tersebut, maka dapat dijadikan dasar unifikasi sistem
hukum. Namun jika ada perbedaan, dapat diatur dalam hukum antartata hukum.!8

Dalam hal kajian perbandingan hukum ini, peneliti mengkaji perbandingan

16 Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum, (Bandung: Penerbit Melati, 1989), him. 131.

17 Sunarjati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,
1988), him. 54.

18 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Rajawali Pers,
2018), him. 130.
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hukum sebagai salah satu bentuk dari penelitian hukum normatif atau penelitian hukum
kepustakaan.
2. Teori Partisipasi Masyarakat
Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu, “participation” yang berarti
pengambilan bagian, pengikutsertaan. Slamet mengatakan bahwa partisipasi berarti
peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan,
kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran
atau dalam bentuk fisik.®
Sherry R. Arnstein membagi tingkat partisipasi masyarakat dalam program
pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah menjadi 8 tingkat partisipasi
berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada masyarakat, yaitu:*°
1) Manipulation, merupakan tingkatan keterlibatan masyarakat yang paling
rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Tindakan
memanipulasi informasi ini bertujuan untu mendapatkan dukungan publik dan
menjanjikan kondisi yang lebih baik padahal tidak pernah terjadi.
2) Therapy, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-
pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih
pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari

masyarakat itu sendiri.

19Y. Slamet, Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, (Surakarta: Sebelas Maret
University Press, 1994), him. 7.

2 Sherry R. Arnstein, “The Ladder of Citizen Participation”, Journal of the American
Planninng Association (1969) him. 218-223.
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3) Informing, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada
masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk
mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai
pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari
masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan
masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana
yang telah disusun.

4) Consultation, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk
berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang
dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat
atau pertemuan lingkungan masyarakat dan public hearing atau dengar
pendapat dengan masyarakat.

5) Placation, pemegang kekuasaan (pemerintah) menunjuk sejumlah orang dari
bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan
publik, dimana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan
keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya, usulan masyarakat tetap
diperhatikan. Tetapi, karena kedudukan yang relatif rendah dan jumlahnya lebih
sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil
keputusan secara keseluruhan.

6) Partnership, masyarakat memiliki hak untuk berunding dengan pengambil

keputusan atau pemerintah untuk kesepakatan bersama dimana kekuasaan
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dibagi antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, tanggung jawab
bersama untuk merencanakan, mengelola keputusan, merumuskan kebijakan
dan memecahkan masalah yang teridentifikasi telah disepakati.
7) Delegated Power, pada tingkatan ini masyarakat diberikan kekuasaan yang luas
untuk mengambil keputusan tentang rencana tertentu. Untuk mengatasi
masalah tersebut, pemerintah harus bernegosiasi dengan masyarakat, bukan
dengan tekanan dari atas. Pada tahap ini dimungkinkan bagi masyarakat untuk
melakukan kontrol atas keputusan pemerintah.
8) Citizen Control, masyarakat dapat berpartisipasi dan mengontrol seluruh proses
pengambilan keputusan. Pada level ini, masyarakat memiliki kekuatan untuk
mengatur program atau lembaga yang sesuai dengan kepentingannya.
Masyarakat memiliki otoritas dan dapat bernegosiasi dengan pihak luar yang
ingin melakukan perubahan. Usaha bersama ini menghubungkan langsung ke
sumber pendanaan untuk mendapatkan dukungan tanpa melalui pihak ketiga.
Teori ini digunakan untuk melihat sejauh mana tingkatan partisipasi masyarakat
Indonesia saat ini dalam pembentukan undang-undang dan dibandingkan dengan
tingkat partisipasi di Afrika Selatan, apakah lebih rendah atau lebih tinggi.
3. Teori Siyasah Dusturiyah

Kata Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yaitu, “dusturi” yang artinya adalah
seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam
perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota

kependetaan (pemuka agama) atau zoroaster (Majusi). Kemudian, setelah mengalami
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penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi
asas dasar/pembinaan.

Sedangkan menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur
dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah
negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).?! Lebih
lanjut yang dimaksud dengan dusturi yaitu,

“Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun
seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturan dan adat
istiadatnya.”?2

Abul A’la al-Maududi mendefinisikan dusturi dengan,

“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan
pengaturan suatu negara.”?3

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kata dusturi sama dengan
constitution dalam bahasa Inggris atau konstitusi dalam bahasa Indonesia.

Siyasah dusturiyah adalah bagian figh siyasah yang membahas masalah
perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undang-
undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam
dan hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam Al-Qur’an dan yang dijelaskan
dalam Hadits, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai

macam hubungan yang lain.?*

2L Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), him. 54,

22 H, A. Djazuli, Figh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu
Syari’ah (Jakarta: Prenada Media, 2005), him. 52.

2 1bid, him. 52.

24 yusuf al-Qardhawi, Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah (Bandung: Bulan
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Siyasah dusturiyah adalah bagian figh siyasah yang membahas masalah
perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep
konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan
dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga
demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan
tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam
siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak
warga negara yang wajib dilindungi.®

Sementara menurut H. A. Djazuli, figh siyasah dusturiyah mencakup bidang
kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin
ini meliputi hal-hal sebagai berikut:?®

a. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
b. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
C. Persoalan bai’at

d. Persoalan waliyul ahdi

e. Persoalan Syura

f. Persoalan ahlul halli wal agdi

g. Persoalan wizaroh dan perbandingannya.

Bintang, 2003, him. 46-47.

% Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2016), him. 178.

% H. A. Djazuli, Figh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu
Syari’ah (Jakarta: Prenada Media, 2005), him. 73-74.
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Sementara mengenai objek kajian figh siyasah dusturiyah H. A. Djazuli
menjelaskan bahwa permasalahan di dalam figh siyasah dusturiyah adalah hubungan
antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada
di dalam masyarakat.

Maka dalam kajiannya, penelitian ini lebih menitikberatkan kepada persoalan
rakyat yang meliputi konsep syura dan juga persoalan perwakilan (ahlul halli wal aqdi)
dimana hal ini sangat berhubungan erat dengan judul penelitian mengenai
perbandingan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang (studi antara
Indonesia dan Afrika Selatan).

F. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah seperangkat tatacara atau prosedur yang harus
dilakukan untuk menjawab permasalah penelitian agar mendapatkan informasi ilmiah.
Sugiyono berpendapat bahwa metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah
untuk memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk keperluan
penelitian.?” Metode penelitian ini mengikuti pandangan Peter Mahmud Marzuki yaitu
proses menemukan hukum tindakan sosial manusia, yang meliputi aturan-aturan yang
ditetapkan oleh negara serta mengomentari dan menganalisis penerapan aturan-aturan
tersebut.?®

Sehubung dengan itu, maka diperlukan instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

27 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012), him. 5.
28 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: PT Kencana, 2008), him. 29.
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Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga
penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis
dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah
atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.?®

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu
proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.°

Sehingga dalam hal ini penelitian mengenai Perbandingan Partisipasi
masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Antara Indonesia Dan Afrika
Selatan) dilakukan dengan penelaahan secara kritis dan mendalam terhadap bahan-
bahan pustaka yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan cara
mendeskripsikan data yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembentukan Undang-Undang di Indonesia dan Afrika Selatan secara komprehensif,
kemudian dianalisis dan diinterpretasi menggunakan kerangka teori yang dibangun.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

29 Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2006), him. 118.

30 peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), him.
35.
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normatif yang meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
perbandingan.
1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan perundang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki
adalah,

“Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang
dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang
sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah
pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”.3!

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan
perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum
yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian
ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah UUD NRI 1945, UU
No. 12 Tahun 2011, Konstitusi Afrika Selatan Tahun 1996 dan peraturan
perundang-undaugan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan
dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum
(legal institution) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang
lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan

perbedaan kedua sistem hukum itu.

31 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 157.
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4. Jenis Data dan Sumber Hukum
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.*?

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.
15 Tahun 2019, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Konsitusi Afrika
Selatan Tahun 1996, dll.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu
menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder
juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah
berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan
komentar-komentar atas putusan pengadilan.*

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

32 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003), him. 67.
3 1bid, him. 67.
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kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.®*
Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder
dengan memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan
hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi.
5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang tersedia
dengan cara menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan
dengan pembahasan penelitian.
d. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode normatif
kualitatif. Normatif dalam arti penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
yang ada, sedangkan kualitatif yaitu menguraikan dengan benar dalam bentuk kalimat
yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif yang dilakukan mulai dari
pembahasan hingga ditarik kesimpulan.
6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini mengacu pada buku “Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta Tahun 2021 .

34 Johnny lbrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media
Publishing, 2012), him. 392.
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G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Secara sistematika penulisan, skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang
masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab yang dikembangkan. Masing-
masing bab akan dibahas secara sendiri, namun secara konteks antara bab satu dengan
bab yang lain masih berkaitan. Penulis menyusun skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima)
bab, sebagai berikut:

1. Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan
gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yakni,
Perbandingan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-
Undang (Studi Antara Indonesia Dan Afrika Selatan).

2. Bab Kedua, pemaparan teori yang akan digunakan untuk menganalisis
permasalahan dalam penelitian ini, yaitu teori perbandingan hukum, teori
partisipasi masyarakat dan teori siyasah dusturiyah.

3. Bab Ketiga, berisi uraian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembentukan Undang-Undang Di Afrika Selatan yang membahas mengenai
konsep negara, pengaturan yang berlaku serta bentuk partispasi apa saja yang
dapat dilakukan.

e Bab Keempat, berisi analisis Perbandigan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembentukan Undang-Undang (Studi Antara Indonesia Dan Afrika
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Selatan) yang mengacu pada kerangka teori yang akan dijadikan pisau bedah
pada penelitian ini, yakni teori perbandingan hukum, teori partisipasi

masyarakat dan teori siyasah dusturiyah.

e Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi saran dan kesimpulan atas

penulisan skripsi ini.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara formal diatur dalam pasal 96 UU
No. 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 yang
memberikan kesempatan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses penyusunan
peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-
undangan, partisipasi menyiratkan adanya peran serta atau keikutsertaan masyarakat
dalam suatu kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun
demikian, political will lembaga legislatif (DPR) merupakan kunci penting
terwujudnya partisipasi dalam proses penyusunan perundang-undangan, sehingga
masyarakat tidak sepenuhnya mendapatkan hak partisipasi, akan tetapi keputusan
akhir tetap diwakilkan oleh DPR. Dilihat dari prosedur pembentukan peraturan
perundang-undangan diatas, maka setidaknya ada 3 tahapan yang setidaknya dilihat
secara maksimal dapat dilakukan partisipasi masyarakat, yaitu tahap perencanaan,
tahap penyusunan dan tahap pembahasan.

2. Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang sifatnya
tidak wajib melainkan pilihan, dalam artian lain partisipasi dapat berasal dari
inisiatif masyarakat ataupun legislatif dan pemerintah. Sedangkan, di Afrika Selatan
terdapat kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan

undang-undang. Di Indonesia, bentuk-bentuk partisipasi yang dapat digunakan
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adalah rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan Kkerja, sosialisasi, seminar,
lokakarya, dan/atau diskusi. Sedangkan di Afrika Selatan, the National Assembly
mengatur dan memiliki kewenangan untuk dapat menerima petisi, representasi, atau
usulan dari individu atau lembaga terkait. Tata cara petisi diatur dalam 9th Edition
Rules of National Assembly. Selain itu, salah satu bentuk penyaringan aspirasi yang
disebut dalam aturan the National Assembly yaitu adanya public hearing.
Kemudian, di Indonesia tidak terdapat ketentuan mengenai kewajiban pemerintah
atau DPR untuk terikat dengan masukan atau aspirasi masyarakat dalam proses
pembentukan undang-undang. Sedangkan, Di Afrika Selatan terdapat proceeding
committee dimana hasil masukan dari partisipasi masyarakat di dokumentasikan
kemudian diolah untuk menjadi bahan pertimbangan bagi parlemen yang kemudian
tindak lanjutnya di sampaikan kepada pemangku kepentingan terkait. Sementara
Dalam tahapan partisipasi masyarakat, jika menggunakan teori Sherry R. Arnstein,
Indonesia berada pada tahap consultation. Sedangkan, Afrika Selatan berada satu
tingkat lebih tinggi yaitu pada tahapan placation.

. Bila merujuk pada Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah
oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
sebenarnya dalam aturan tersebut sudah menjelaskan bagaimana partisipasi
masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Namun di
dalam implementasinya belum seperti yang ada di dalam konsep-konsep teoritis dan
normatif seperti yang dimaksudkan. Kemudian mengenai perspektif siyasah

dusturiyah terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan
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perundang-undangan di Indonesia, tidak lepas dari konsep demokrasi dan lembaga
legislatif dalam hal ini DPR atau DPRD. Maka dalam hal ini, konsep demokras
tersebut sejalan dengan prinsip, sedangkan peran DPR untuk membentuk aturan

hukum sejalan dengan peran ahlul halli wal ‘aqdi.

B. SARAN

Partisipasi masyarakat harus didorong agar menjadi syarat wajib dalam
pembentukan undang-undang serta adanya pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan
terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang. Seperti
proses partisipasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga bentuk partisipasi
yang dilaksanakan dapat terkordinasi dengan baik dan tujuannya yang diinginkan dapat
tercapai. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan menjadi penting karena sistem perwakilan rakyat tidak dapat diandalkan

sebagai satu-satunya penyalur aspirasi rakyat.
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